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Abstract. This article reviews the immunity rights of the Judicial Commission in supervising the behavior of judges in the 

Indonesian judicial system. This research focuses on the immunity rights of the Judicial Commission. Because the 

Judicial Commission can be vulnerable to becoming a suspect because it has great authority in supervising the 

behavior of judges and enforcing discipline among them. This study aims to analyze the immunity rights of the Judicial 

Commission in supervising the behavior of judges in the Indonesian judicial system. This research uses normative 

juridical method with legislative and literature approach. This research is based on Law Number 18 of 2011 

concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission. The Judicial Commission 

as a state institution tasked with overseeing the behavior of judges requires immunity rights in carrying out its 
oversight function. Although the Judicial Commission has a strong constitutional foundation and legal guarantees to 

carry out its duties, the absence of this immunity right has made this institution vulnerable to criminalization.  
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Abstrak. Artikel ini mengulas tentang hak imunitas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim 

di sistem peradilan Indonesia. Fokus penelitian ini pada hak imunitas bagi Komisi Yudisial. Sebab Komisi Yudisial 

bisa rentan menjadi tersangka karena mempunyai wewenang yang besar dalam mengawasi perilaku para hakim serta 

menegakkan kedisiplinan dikalangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak imunitas Komisi 

Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Penelitian ini 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi perilaku hakim 
membutuhkan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Meskipun Komisi Yudisial memiliki 

landasan konstitusional yang kuat serta jaminan hukum untuk menjalankan tugasnya, ketiadaan hak imunitas ini telah 

membuat lembaga ini rentan terhadap kriminalisasi. 

Kata Kunci – Hak Imunitas; Komisi Yudisial; Pengawasan; Perilaku Hakim 

I. PENDAHULUAN  

 

Dalam suatu sistem negara hukum, segala perbuatan penyelenggaraan di negara harus tepat serta bisa untuk 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang independen, 

bisa terwujud jika pelaksanaannya bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga pemerintahan negara lainnya, seperti 

lembaga legislatif ataupun lembaga dari eksekutif.[1] Dalam kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah 

Agung serta Mahkamah Konstitusi. Berdasaran dalam Bab IX Undang – Undang 1945 mengamanatkan untuk adanya 

pembuatan lembaga negara dengan sebutan saat ini yaitu Komisi Yudisial. Walaupun Komisi Yudisial tidak termasuk 

dari lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaan Komisi Yudisial ini diletakkan pada 
sekelompok dengan kekuasaan kehakiman sebab Komisi Yudisial menjalankan fungsinya sebagai penyangga serta 

penyeimbang di kekuasaan kehakiman. 

Peran hakim dalam sistem peradilan sangatlah penting. Hakim bertugas memimpin persidangan, memeriksa, 

mempertimbangkan serta memutus perkara secara adil serta tidak memihak berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim 

memiliki kewenangan untuk memutus perkara dan menentukan nasib seseorang.[2] Maka dari itu, hakim haruslah 

mempunyai integritas dan berperilaku dengan baik. Komisi Yudisial adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi 

serta menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku dari para hakim. Salah satu kewajiban utama dari Komisi Yudisial 

ialah melaksanakan pemantauan terhadap perilaku para hakim. Pemantauan ini dilakukan terkait dengan perilaku dari 

hakim diperlukan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Pengawasan ini juga 

sangatlah penting guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.[3]  
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Hak imunitas merupakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dikasih untuk lembaga negara 

tertentu guna melindungi mereka dari tuntutan pidana ataupun perdata atas tindakan yang dilakukannya dalam 

menjalankan tugas serta kewenangannya. Hak imunitas tersebut sudah tertera dalam berbagai macam peraturan 

perundang-undangan. Tujuan utama diberikannya hak imunitas ini dimaksudkan untuk melindungi pejabat dalam 

menjalani tugas tanpa rasa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar dalam menjalankan tugasnya secara 

profesional dan independen. Tugas pokok hak imunitas adalah guna menjaga independensi serta akuntabilitas pejabat 

negara. Dengan memiliki hak imunitas, pejabat negara dapat menjalankan tugasnya secara berani serta objektif tanpa 

rasa khawatir akan digugat ataupun dituntut secara hukum.[4]  

Komisi Yudisial ialah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Amandemen Undang – Undang Dasar 

1945 pasal 24B, selanjutnya dikuatkan serta diluaskan dengan berbagai aturan perundang–undangan pada bidang 
kekuasaan kehakiman serta Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 

2004 tentang Komisi Yudisial.[5] Dibentuk pada tahun 2004, Komisi Yudisial memiliki peranan sangat penting dalam 

melindungi serta menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku dari para hakim seluruh Indonesia. Komisi Yudisial 

memainkan peran yang penting dalam menjaga independensi serta akuntabilitas peradilan di Indonesia. Dengan 

memastikan hakim berperilaku profesional serta berintegritas, Komisi Yudisial membantu meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Sejak didirikannya Komisi Yudisial telah menunjukkan komitmennya 

dalam menegakkan etik serta profesionalisme hakim. Komisi Yudisial telah menyelesaikan ribuan kasus terkait 

dengan pelanggaran Kode Etik Hakim. Komisi Yudisial juga telah melakukan kerja sama oleh Mahkamah Agung 

serta Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia.[6]  

Pembentukan Komisi yudisial ini memakan waktu yang sangat lama, pada saat dirancangnya Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman yang direncanakan akan ada 
pembentukan lembaga dengan sebutan saat ini yaitu Komisi Yudisial. Rencananya tugas untuk Komisi Yudisial ialah 

merekomendasikan kepada DPR terkait pelantikan untuk Hakim Agung serta melindungi kehormatan serta keluhuran 

martabat dan menjaga perilaku dari para hakim sebagaimana diatur didalam UU No 18 Tahun 2011 tentang perubahan 

UU No 22 tahun 2004. Komisi Yudisial dibentuk guna melindungi independensi serta integritas dari Mahkamah 

Agung serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya, sehingga dalam pelaksanaannya kekuasaan yudikatif 

mampu mewujud kan sistem peradilan yang transparan dan menjunjung nilai keadilan.[7] Lahirnya Komisi Yudisial 

dalam sistem ketetanegaraan Indonesia merupakan bagian dari dinamika politik nasional, yang menuntut adanya 

perbaikan dalam sistem pengawasan praktek peradilan yang sebelumnya tidak pernah ada. Komisi Yudisial 

merupakan lembaga pengawas yang melaksanakan pemantauan hakim-hakim untuk mewujudkan sistem peradilan 

yang transparan dan menjunjung nilai keadilan. Komisi Yudisial di satu sisi memberikan harapan dan kepercayaan 

kepada masyarakat atas pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang adil dan transparan, namun di sisi lain menimbulkan 
gesekan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung yang membawahi para hakim yang sedang melaksanakan 

tugasnya di lembaga peradilan.[8]  

Sebagai lembaga dari suatu negara, seharusnya Komisi Yudisial mempunyai wewenang penuh sebab, 

mayoritas dari kewenangan Komisi yudisial sifatnya non-otoritatif. Terlalu banyak penyelewengan serta kelebihan 

kewenangan di peradilan, dikarenakan berbagai aspek terutama kurangnya efektivitas pemantauan internal terhadap 

lembaga peradilan. Pembentukan Komisi Yudisial selaku lembaga pengawas eksternal muncul karena kelemahan 

pemantauan internal terhadap lembaga peradilan Indonesia. Kurangnya efektivitas pengawasan internal penyebab 

yang utama ialah ketidakadilan dalam penerapan sanksi dan kurangnya keinginan pemimpin lembaga peradilan saat 

melaksanakan tindak lanjut terkait dari hasil pemantauan internal kepada hakim, yang mengakibatkan kemungkinan 

hakim yang melanggar hukum serta kode etik hakim untuk tidak diadili. Maka dariu itu, hadirnya lembaga eksternal 

seperti Komisi Yudisial yang mengawasi masalah tersebut menjadi penting.[9]  

Peran penting Komisi Yudisial yakni melindungi serta menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku dari 
para hakim yang ada di Indonesia. Namun pada saat menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial masih menghadapi 

beberapa problem. Salah satu problem adalah lemahnya kelembagaannya serta kewenangan Komisi Yudisial yang 

semakin dipersempit. Salah satu kewenangan Komisi Yudisial yang lemah yaitu terkait petugas Komisi Yudisial yang 

kesulitan saat melakukan pengawasan dalam bentuk penyadapan dan perekaman pembicaraan hakim terutama di 

lingkungan persidangan.  Kemudian ada hak imunitas yang di anggap perlu guna melindungi petugas Komisi Yudisial 

dari gugatan hukum yang tidak berdasar, sehingga Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya dengan tanpa rasa 

khawatir serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja Komisi Yudisial. Sebab, hak imunitas juga penting guna 

menjaga independensi Komisi Yudisial itu sendiri.[10]  

Beberapa waktu yang lalu, ramai pemberitaan di media sosial mengenai kasus Anggota Komisi Yudisial 

menjadi tersangka. Kabareskrim Budi Waseso pada Jumat, 10 Juli 2015, mengatakan pihaknya telah menetapkan dua 

tersangka dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin Rizaldi. Dua tersangka 
itu, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurahman Sahuri. Sarpin 

Rizaldi merupakan Hakim Pengadilan Negri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris 

Jendral Budi Gunawan. Atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi, status tersangka yang disematkan KPK terhadap Jendral 
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Budi Gunawan gugur. Putusan praperadilan yang dibuat Hakim Sarpin Rizaldi dikritik berbagai pihak, tak terkecuali 

anggota Komisi Yudisial yang memang bertugas mengawasi hakim. Hakim Sarpin Rizaldi merasa komentar 

Taufiqurahman dan Suparman Marzuki telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian Hakim Sarpin Rizaldi 

melaporkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurahman Sahuri ke 

Bareskrim Polri.[11]  

Menurut FW Brilliana (2022) adalah terkait menghadapi maraknya praktik korupsi di kalangan peradilan 

yang dimulai dari pelanggaran kode etik hakim, Komisi Yudisial (KY) diharapkan untuk meningkatkan pengawasan 

terhadap perilaku hakim. Meskipun KY memiliki pasal mengenai wewenang penyadapan untuk meminimalisir aksi 

yang merugikan tersebut, namun statusnya masih sebagai lembaga non-penyidik serta fokusnya pada pengawasan 

kode etik hakim sehingga menyebabkan beberapa pihak tidak menyetujui ketentuan ini dan menimbulkan kontroversi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Komisi Yudisial pada 
proses pengawasan serta penegakan kode etik hakim. 

Menurut penelitian Kusuma (2020) dengan judul “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial 

Terhadap Hakim” dengan hasil penelitiannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran dari Komisi 

Yudisial sehingga bisa memperkuat melakukan pengawasannya kepada hakim, sehingga Komisi Yudisial bisa bekerja 

dengan efektif. Karena hal ini berguna untuk menguatkan peran penghubung untuk para hakim agar Komisi Yudisial 

mempunyai hak untuk melaksanakan pemantauan hakim tanpa menunggu adanya pengaduan dari masyarakat supaya 

bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait lembaga peradilan. 

Penelitian dari YSRI Devi (2023), adalah terkait kewenangan pemantauan yang terdapat pada Komisi 

Yudisial masih kurang kuat, sehingga kemampuannya dalam mengawasi kode etik serta perilaku hakim masih rendah. 

Walaupun Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan hak untuk merekomendasikan penjatuhan sanksi, 

namun seringkali rekomendasi tersebut tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung. 
Kesimpulan dari ketiga penelitian terdahulu tersebut yakni tidak ada penjelasan ataupun pembahasan terkait 

hak imunitas Komisi Yudisial. Maka dari itu saya akan melakukan penelitian yang lebih berfokus terhadap hak 

imunitas bagi Komisi Yudisial. Sebab Komisi Yudisial bisa rentan menjadi tersangka karena mempunyai wewenang 

yang besar dalam mengawasi perilaku para hakim serta menegakkan kedisiplinan dikalangan mereka. Karena ada 

beberapa kali berita tentang kasus anggota Komisi Yudisial yang dijadikan tersangka.  

Rumusan masalah: Apakah Komisi Yudisial dapat memperoleh hak imunitas dalam penyelenggaraan tugas 

pengawasannya terhadap para hakim? 

Pertanyaan penelitian:  

1. Bagaimanakah pemberian hak imunitas dalam praktek tata kelembagaan negara di Indonesia? 

2. Apakah KY sebagai lembaga negara berhak atas perlindungan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi 

pengawasannya?  

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. 

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Penilitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang 

menekankan pada analisis dokumen-dokumen hukum serta bahan-bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan 

topik penelitian ini. Penelitian ini juga memakai penelitian Library Research atau bisa disebut Penelitian Kepustakaan. 

Pada penelitian Library research ini melibatkan teknik pengumpulan data yang melibatkan study secara mendalam 

terhadap literatur, buku, catatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pemberian Hak Imunitas Dalam Praktek Tata Kelembagaan Negara di Indonesia 
Kata imunitas asalnya dari kata Immune serta Immunity, yang artinya kebal atau kekebalan. Negara 

demokrasi banyak yang memberikan hak kekebalan oleh wakil rakyat di parlemen, tetapi ada batasan-batasannya 

guna melindungi kebebasan, kewenangan, serta martabat parlemen. Tujuan wakil rakyat diberikan hak 

imunitas  agar bisa melakukan tugasnya secara bebas serta tanpa rasa takut. Dalam hukum dikenal dengan dua 

macam hak imunitas. Yang pertama hak imunitas sifatnya mutlak, yang artinya hak tersebut tidak bisa dibatalkan 

oleh siapapun.[12] Hak imunitas kualifikasi yang sifatnya relatif dalam arti bahwa hak imunitas ini bisa 

dikesampingkan meskipun penggunaan hak tersebut “sengaja” dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan 

nama baik ataupun martabat orang lain yang menjadi sasarannya. Hak imunitas mutlak mencakup pernyataan 

yang disampaikan dalam rapat parlemen serta sidang pengadilan oleh pejabat tinggi saat melakukan tugasnya. 
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Di sisi lain, hak imunitas kualifikasi mencakup bentuk siaran pers mengenai pokok bahasan Kongres atau 

pengadilan, ataupun laporan oleh pejabat yang berwenang mengenai pokok bahasan Kongres atau pengadilan. 

Hak imunitas di Indonesia ialah hak anggota lembaga negara guna membahas serta menyampaikan segala hal 

yang ada di lembaga tersebut secara tertulis tanpa dituntut di pengadilan.[13]  

Dalam praktek tata kelembagaan di Indonesia, hak imunitas diberikan ke anggota DPR sebagimana diatur 

dalam pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena adanya 

pergeseran sistem politik dari otoritarianisme menuju demokrasi liberal yang berpusat pada kebebasan, hak 

imunitas yang ditujukan untuk wakil rakyat baru keluar saat amandemen kedua Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Hak imunitas DPR ialah hak yang sudah diakui negara dengan menetapkan 

prinsip demokrasi modern.[14] Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota Parlemen dalam keadaan apa pun tidak 
boleh dipermasalahkan mengenai tindakan apa pun yang diambil dalam melakukan tugas serta fungsi 

legislatifnya, termasuk pernyataan atau pendapat apa pun yang diungkapkan dalam kapasitasnya sebagai 

Anggota Parlemen. Oleh karena itu, anggota parlemen dalam posisi tersebut tidak dapat digugat secara perdata, 

tuntutan pidana, ataupun tuntutan hukum yang lain.[15] 

Implementasi hak imunitas yang sudah ditetapkan menjadi milik anggota DPR memiliki batas hingga tidak 

segala perbuatan anggota DPR bisa bebas melewati aturan hukum yang ada. Kemudian ada batas yang jadi 

bagian dari implementasi hak imunitas ini ialah penyampaian pendapat serta tindakan ataupun aktivitas yang 

dilangsungkan saat rapat DPR ataupun diluar rapat yang ada kaitannya dengan tugas, fungsi serta kewenangan 

selaku jadi anggota DPR. Anggota DPR juga berhak menerima pemberian atas hak imunitas, mengingat besarnya 

tanggungjawab atas tugas serta kewenangan yang mereka miliki. Khawatir akan ada kejadian ketika anggota 

DPR saat melaksanakan tugas serta kewenangannya jika melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan maka 
peristiwa tersebut akan jadi hambatan kinerja pada saat menjalani tugasnya. Selain penyebab kekhawatiran 

tersebuat, hak imunitas juga diperlukan sebagai upaya guna menjaga kehormatan dewan serta memiliki batas 

yang jelas. Implikasi hak imunitas kepada anggota DPR yakni anggota DPR tidak bisa mendapat tuntutan di 

depan pengadilan yang disebabkan penyampaian pendapat saat dilangsungkannya rapat maupun di luar 

rapat.[16]  

 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga diberi hak imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai wakil daerah di tingkat nasional. Hak imunitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), khususnya pada Pasal 290. Ketentuan ini memberikan 

perlindungan hukum kepada anggota DPD atas penyampaian pendapat yang disampaikan baik dengan cara lisan 

ataupun tertulis saat rapat DPD atau di luar rapat yang ada kaitannya dengan fungsi, tugas serta kewenangan 

DPD. Perlindungan ini mencakup kekebalan terhadap tuntutan hukum dan jaminan bahwa mereka tidak dapat 
diganti antarwaktu karena pendapat yang dikemukakannya. Namun, seperti halnya hak imunitas anggota DPR, 

hak ini juga memiliki batasan, terutama jika menyangkut rahasia negara atau mengumumkan materi yang telah 

disepakati untuk dirahasiakan dalam rapat tertutup. Dengan demikian, hak imunitas anggota DPD berfungsi 

sebagai instrumen penting untuk menjamin kebebasan mereka dalam menyuarakan aspirasi daerah dan 

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada daerah.[17]  

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bagian dari sistem legislatif Indonesia, namun mempunyai hak 

imunitas yang berbeda dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan perundang-undangan yang 

berlaku saat ini menunjukkan bahwa anggota DPD tidak mempunyai hak imunitas yang sama dengan anggota 

DPR. Dalam UUD 1945, hak imunitas bagi anggota DPR hanya disebutkan dalam Pasal 20A Ayat 3 dan tidak 

memuat ketentuan serupa bagi anggota DPD. Namun di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD (MD3) memuat ketentuan yang memberikan hak imunitas kepada anggota DPD di pasal 

290 sebagaimana yang diberikan kepada anggota DPR yang di atur di Pasal 224.  
Meskipun begitu, anggota DPD tetap memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai wakil daerah. Mereka dilindungi oleh ketentuan umum dalam hukum yang menjamin kebebasan 

berpendapat dan berekspresi, selama dilakukan dalam batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Namun, 

perlindungan ini tidak seluas hak imunitas yang dimiliki anggota DPR, yang memberikan perlindungan lebih 

komprehensif terhadap tuntutan hukum atas pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam konteks tugas 

mereka. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan peran dan fungsi antara DPR dan DPD dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih luas 

dibandingkan DPD yang lebih fokus pada isu-isu kedaerahan. 

 

B. Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Berhak Atas Perlindungan Hak Imunitas Dalam Melaksanakan 

Fungsi Pengawasannya  
Komisi Yudisial, DPR, dan DPD memiliki hak yang berbeda. Ini karena kedudukan dan fungsi masing-

masing lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda. Konstitusi dan undang-undang jelas menjamin 

bahwa DPR dan DPD, sebagai lembaga legislatif, memiliki hak imunitas. Mereka memiliki hak imunitas yang 
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sama untuk berbicara dan berpendapat tanpa takut terlibat dalam kasus, sehingga mereka dapat melakukan 

pekerjaan mereka dengan baik dan tidak terganggu oleh ancaman hukum. Di sisi lain, KY, yang memiliki tugas 

dan kewenangan yang sangatlah penting untuk mengawasi perilaku hakim, tidak memiliki hak imunitas yang 

sama. Berikut ini penjabaran tabel perbandingan terkait hak KY, DPR, dan DPD: [18]  

 
 

Ketika Komisi Yudisial menjalankan kewenangannya untuk mengawasi kinerja hakim, Komisi Yudisial 

diberikan hak protokoler yang sudah diatur dalam Pasal 7 bagian 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial. Secara umum, protokoler yakni segala hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan baik di 

kantor dinas ataupun di masyarakat. Hak protokoler itu sendiri ialah hak istimewa yang diberikan ke pejabat atau 

lembaga negara tertentu berdasarkan posisi kedudukan serta fungsinya dalam sistem ketatanegaraan. Hak 

protokoler diberikan dalam bermacam-macam perlakuan khusus, fasilitas serta tata cara dalam acara resmi negara 

yang dimaksudkan guna menghormati serta mempermudah melaksanakan tugas mereka. Pimpinan Komisi 

yudisial mempunyai kedudukan protokoler yang setara dengan pimpinan lembaga negara lainnya seperti DPR 
dan DPD hal tersebut menunjukkan bahwasanya Komisi Yudisial mendapat pengakuan atas peran pentingnya. 

Kemudian Komisi Yudisial juga berhak berkomunikasi secara langsung kepada pemimpin lembaga negara 

lainnya guna memastikan kerja sama yang baik dalam melakukan tugasnya. Dalam menjalankan fungsi 

pengawasannya, Komisi Yudisial mempunyai hak untuk mendapatkan akses ke pengadilan beserta fasilitasnya 

seperti hak memasuki ruang sidang, melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, termasuk akses terhadap 

informasi serta data dari lembaga peradilan yang diperlukan guna mengumpulkan bukti. Mengingat pekerjaan 

Komisi Yudisial yang bisa disebut sensitif, ketika Komisi Yudisial saat bertugas melakukan pengawasan terhadap 

hakim yang melanggar KEPPH maka Komisi Yudisial bisa mendapatkan hak protokoler perlindungan keamanan 

dengan cara didampingi dari pihak kepolisian. Berikut ini penjabaran tabel perbandingan terkait kewenangan KY, 

DPR, dan DPD: [19]  
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Jaminan hukum yang disediakan negara Indonesia bagi Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas dan 

kewenangannya memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 24B UUD 1945. Jaminan ini sudah 

terperinci lebih lanjut melalui UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial. Jaminan hukum juga memberikan Komisi Yudisial hak dan kewenangan dalam menjalankan 

tugasnya. Walaupun demikian, Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY) saat ini belum memberikan 

perlindungan hukum yang memadai bagi anggotanya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap perilaku 

hakim. Meskipun UU KY memberikan landasan hukum bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsinya, 

termasuk hak protokoler dan akses ke informasi peradilan, namun tidak mencakup perlindungan komprehensif 

seperti hak imunitas yang dimiliki oleh anggota lembaga negara lainnya seperti DPR dan DPD. Ketiadaan 
perlindungan hukum yang kuat ini membuat anggota Komisi Yudisial rentan terhadap ancaman hukum dan 

kriminalisasi saat menjalankan tugas pengawasan mereka.[20] 

Sebagaimana pada paragraf diatas bahwa Komisi Yudisial memang tidak memiliki hak imunitas untuk 

menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini dapat terlihat dari kasus Anggota Komisi Yudisial menjadi 

tersangka. Kabareskrim Budi Waseso pada Jumat, 10 Juli 2015, mengatakan pihaknya telah menetapkan dua 

tersangka dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin Rizaldi. Dua 

tersangka itu, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurahman 

Sahuri. Sarpin Rizaldi merupakan Hakim Pengadilan Negri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan 

praperadilan Komisaris Jendral Budi Gunawan. Atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi, status tersangka yang 

disematkan KPK terhadap Jendral Budi Gunawan gugur. Putusan praperadilan yang dibuat Hakim Sarpin Rizaldi 

dikritik berbagai pihak, tak terkecuali anggota Komisi Yudisial yang memang bertugas mengawasi hakim. Hakim 
Sarpin Rizaldi merasa komentar Taufiqurahman dan Suparman Marzuki telah mencemarkan nama baiknya. 

Kemudian Hakim Sarpin Rizaldi melaporkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi 

Yudisial Taufiqurahman Sahuri ke Bareskrim Polri. 

Kasus penetapan tersangka terhadap dua anggota Komisi Yudisial, yaitu Ketua Komisi Yudisial Suparman 

Marzuki dan Komisioner Taufiqurahman Sahuri, atas laporan Hakim Sarpin Rizaldi mengenai dugaan penghinaan 

dan pencemaran nama baik, menimbulkan sejumlah problem persoalan hukum dan etika yang kompleks. 

Peristiwa ini menyoroti ketegangan antara fungsi pengawasan Komisi Yudisial dan perlindungan terhadap 

independensi hakim. Di satu sisi, Komisi Yudisial memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi perilaku 

hakim, termasuk memberikan kritik terhadap putusan yang kontroversial. Namun di sisi lain, tindakan kritik 

tersebut berpotensi dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik oleh hakim yang bersangkutan. Situasi ini 

menciptakan dilema antara pelaksanaan fungsi pengawasan dan risiko kriminalisasi terhadap anggota Komisi 
Yudisial. 
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Dampak kinerja yang ditimbulkan kasus penetapan tersangka terhadap dua anggota Komisi Yudisial atas 

laporan Hakim Sarpin Rizaldi sangat memengaruhi kinerja Komisi Yudisial. Setelah peristiwa ini terjadi, ada 

kesan intimidasi yang dapat menghambat Komisi Yudisial untuk melaksanakan tugas pengawasannya dengan 

baik. Anggota Komisi Yudisial mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan kritik atau komentar terhadap 

putusan hakim yang kontroversial karena khawatir akan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi. Ini 

dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan Indonesia karena berpotensi melemahnya peran 

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal peradilan.[21]  

Kasus ini juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial dan kinerjanya. 

Kemampuan Komisi Yudisial untuk melakukan tugasnya secara mandiri dan tanpa tekanan mungkin menjadi 

pertimbangan publik, untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Salah satu konsekuensi 

lainnya adalah kemungkinan penundaan memperbaiki profesionalisme hakim di peradilan yang sedang 
diusahakan oleh Komisi Yudisial, karena sumber daya dan semangat lembaga ini dapat dialihkan untuk 

menangani kasus hukum yang melibatkan anggotanya sendiri. Selain itu, keadaan seperti ini dapat mempengaruhi 

kasus berikutnya dengan masalah serupa yang mengkhawatirkan. Dimana kritik serta saran ataupun pendapat 

yang dilontarkan Komisi Yudisial terhadap keputusan hakim, yang seharusnya merupakan bagian dari proses 

demokrasi dan pengawasan publik, dapat dengan mudah dikriminalisasikan sehingga Komisi yudisial 

mendapatkan dampak negatif dari masyarakat akibat kasus tersebut.[22] 

Komisi Yudisial seharusnya berhak memiliki dan membutuhkan hak imunitas yang setara dengan lembaga 

negara lainnya seperti DPR dan DPD. Meskipun kedudukan serta fungsi Komisi Yudisial berbeda dari lembaga 

legislatif  DPR dan DPD, namun salah satu kewenangan Komisi Yudisial, DPR, dan DPD yang sama ialah sama-

sama melakukan pengawasan. Kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim sama pentingnya dengan menjaga 

integritas sistem peradilan Indonesia. Kasus di mana tersangka ditetapkan terhadap anggota Komisi Yudisial 
karena mengkritik keputusan hakim menunjukkan kerentanan lembaga ini terhadap kemungkinan kriminalisasi, 

yang dapat secara signifikan menghambat upaya pengawasannya. Komisi Yudisial memerlukan hak imunitas 

untuk beberapa alasan penting. Pertama, anggotanya akan dilindungi dari ancaman hukum saat menjalankan tugas 

dan kewenangannya. Kedua, hak imunitas memungkinkan KY untuk kritik, menyarankan, dan mengawasi hakim 

tanpa takut akan konsekuensi hukum. Terakhir, hak imunitas sangat penting untuk menjaga independensi KY dan 

memastikan bahwa lembaga ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.[23] 

Tanpa adanya hak imunitas, anggota Komisi Yudisial akan menjadi lebih berhati-hati atau bahkan enggan 

memberikan kritik dan saran terhadap keputusan hakim yang kontroversial. Hal ini dapat menyebabkan 

pengawasan KY menjadi kurang efektif dan melemahkan fungsinya sebagai lembaga pengawas eksternal 

peradilan. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan Indonesia dapat terganggu. Pemberian hak 

imunitas kepada KY juga dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara 

keseluruhan dan Komisi Yudisial khususnya. Dengan perlindungan hukum, Komisi Yudisial dapat lebih fokus 
pada peningkatan profesionalisme hakim dan kualitas sistem peradilan tanpa terganggu oleh ancaman 

kriminalisasi. Perlindungan hukum juga akan memungkinkan KY untuk melakukan tugasnya sebagai bagian dari 

proses demokrasi dan pengawasan publik tanpa terancam dikriminalisasi. Oleh karena itu, pemberian KY hak 

imunitas merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa lembaga ini berfungsi menjalankan kewenangan 

dengan baik. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, anggota Komisi Yudisial rentan terhadap gugatan atau 

tuntutan hukum yang hanya dapat menghambat efektivitas kerja mereka.  

 

VII. SIMPULAN 

Pemberian hak imunitas dalam praktek tata kelembagaan di Indonesia diberikan kepada DPR dan DPD khususnya 

hak imunitas bagi anggota DPR sebagimana diatur dalam pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. Saat melaksanakan tugas serta kewenangannya Komisi Yudisial diberikan perlindungan berupa 
jaminan hukum yang disediakan negara Indonesia bagi Komisi Yudisial memiliki landasan konstitusional yang kuat 

dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi perilaku hakim 

berhak serta membutuhkan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Pemberian hak imunitas kepada 

Komisi Yudisial dapat memungkinkan Komisi Yudisial untuk memberikan kritik, saran, dan mengawasi hakim 

sehingga KY dapat melakukan tugasnya sebagai bagian dari proses demokrasi dan pengawsan publik. Dengan 

demikian, hak imunitas bagi Komisi Yudisial menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan 

akuntabilitas sistem peradilan Indonesia, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas eksternal 

peradilan ini. 
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